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Opini BPK RI 
atas Laporan 
Keuangan 
Pemko Medan

WTP 1. Program Penyelenggaraan 
Pengawasan

Persentase pelaksanaan penyelenggaraan 
pengawasan

100% Akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah yang 
bersumber dari APBD

3.048.488.756                Sekretaris/
Irban

1.1 Penyelenggaraan Pengawasan 
Internal

Persentase pelaksanaan 
penyelenggaraan pengawasan internal

100% 2.112.988.756                

1.1.1 Pengawasan Keuangan Pemerintah 
Daerah

Jumlah laporan hasil pengawasan 
keuangan pemerintah daerah

72 laporan 849.500.000                   

Reviu dokumen 
perencanaan pembangunan 
dan keuangan daerah 
(RKPD, RK SKPD, KUA-
PPAS, RKA SKPD)

Reviu dokumen 
perencanaan pembangunan 
dan keuangan daerah 
(perubahan RKPD, 
perubahan RK SKPD, KUPA-
PPAS, RKA SKPD 
perubahan)

Pemeriksaan pengelolaan 
keuangan daerah 
(pendapatan, belanja,
pembiayaan, manajemen 
kas dan persediaan, serta 
barang milik daerah)

1.1.2 Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan hasil reviu laporan 
keuangan

51 laporan Reviu laporan keuangan 371.200.000                   

1.1.3 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah kesepakatan pengawasan 
internal yang terbentuk

1 
kesepakatan

Perjanjian kerja sama APIP 
dan APH dalam penanganan 
laporan/pengaduan 
masyarakat yang berindikasi 
korupsi

311.100.000                   

78% 1.1.4 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah dokumen hasil monitoring dan 
evaluasi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan APIP

12 dokumen Monitoring dan evaluasi 
tindak lanjut hasil tindak 
lanjut hasil pemeriksaan 
APIP

581.188.756                   Sekretaris

Gelar Pengawasan Daerah

1.2 Penyelenggaraan Pengawasan 
dengan Tujuan Tertentu

Persentase pelaksanaan 
penyelenggaraan pengawasan dengan 
tujuan tertentu

100% 935.500.000                  

1.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah

Jumlah laporan penyelesaian kerugian 
negara/daerah yang ditangani

1 laporan Perhitungan kerugian 
keuangan daerah

11.700.000                     

1.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil pengawasan 
dengan tujuan tertentu

70 laporan Pemeriksaan investigatif 923.800.000                   

Probity audit

Evaluasi perencanaan dan 
penganggaran responsif 
gender (PPRG)
Tindak lanjut perjanjian kerja 
sama APIP dan APH dalam 
penanganan 
laporan/pengaduan 
masyarakat yang berindikasi 
korupsi

17,5 4. Program Penyelenggaraan 
Pengawasan

Persentase pelaksanaan penyelenggaraan 
pengawasan

100% 507.950.000                   Sekretaris/
Irban

4.1 Penyelenggaraan Pengawasan 
Internal

Persentase pelaksanaan 
penyelenggaraan pengawasan internal

100% 507.950.000                  

4.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah 
Daerah

Jumlah laporan hasil pengawasan 
kinerja pemerintah daerah

48 laporan Pemeriksaan ketaatan 
dan/atau kinerja dengan 
sasaran prioritas daerah 
yang berisiko tinggi dan 
daya ungkit untuk 
meningkatkan perekonomian 
daerah, seperti urusan 
pariwisata dan pangan

494.700.000                   

Reviu LPPD

Evaluasi AKIP

Evaluasi Pengelolaan Risiko

4.1.2 Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil reviu laporan 
kinerja

1 laporan Reviu laporan kinerja 13.250.000                     

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan
Target 

Kegiatan Rencana Aksi KeteranganTri I Tri II Tri III Tri IV
3 4 10

Anggaran Penanggung 
Jawab

Jadwal Kegiatan

Januari DesemberNovemberOktoberSeptember

Meningkatnya 
Kepatuhan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah

Kegiatan 
pembinaan dan 
pengawasan 
Inspektorat Kota 
Medan tersinergi 
dan terkolaborasi 
untuk mencapai 
target dalam 
Perjanjian Kinerja.

Artinya, seluruh 
kegiatan tersebut 
memiliki 
keterkaitan antar 
target, baik 
langsung maupun 
tidak langsung.

Keberhasilan 
pelaksanaan tiap-
tiap kegiatan 
berbanding lurus 
dengan tingkat 
capaian setiap 
target dalam 
Perjanjian Kinerja.

Persentase 
Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
BPK RI dan APIP 
dengan Status 
Selesai

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah

Nilai Hasil 
Evaluasi AKIP 
Pemko Medan 
Komponen 
Evaluasi 
Akuntabilitas 
Kinerja Internal

Februari AgustusJuliJuniMei AprilMaret



(Rp)
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Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan
Target 

Kegiatan Rencana Aksi KeteranganTri I Tri II Tri III Tri IV
3 4 10

Anggaran Penanggung 
Jawab

Jadwal Kegiatan

Januari DesemberNovemberOktoberSeptemberFebruari AgustusJuliJuniMei AprilMaret

B 5. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase kelancaran pelaksanaan tugas 
dan fungsi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah

100% Penerapan SAKIP 67.190.378                     Sekretaris

5.1  Perencanaan, Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, 
penganggaran, dan evaluasi kinerja 
perangkat daerah

5 dokumen 67.190.378                     

5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

5 dokumen Penyusunan Rencana Kerja 
2025 dan Rencana Kerja 
Perubahan 2024

67.190.378                     

Penyusunan Laporan Kinerja 
Inspektorat
Penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran 2025 dan 
Rencana Kerja Anggaran 
Perubahan 2024

Level 
3

6.1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase kelancaran pelaksanaan tugas 
dan fungsi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah

100% Peningkatan kapabilitas 
APIP

4.484.154.879                Sekretaris/
Irban

6.1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah

Persentase cakupan layanan 
administrasi kepegawaian

100% 4.484.154.879                

6.1.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai berdasarkan tugas 
dan fungsi yang mengikuti pendidikan 
dan pelatihan

90 orang Pelaksanaan pendidikan 
profesional berkelanjutan 
melalui diklat serta bimtek 
minimal 120 jam/tahun per 
APIP

3.116.688.721                

6.1.1.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah orang yang mengikuti 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan

650 orang Pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-
undangan

458.721.890                   

6.1.1.3 Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti 
bimbingan teknis implementasi 
peraturan perundang-undangan

800 orang Pelaksanaan bimtek 
implementasi peraturan 
perundang-undangan

908.744.268                   

6.2 Program Perumusan Kebijakan, 
Pendampingan, dan Asistensi

Persentase penyelenggaraan 
pendampingan dan asistensi

100% Penguatan tata kelola 
pemerintahan dan 
peningkatan integritas

1.423.596.768                Sekretaris/
Irban

6.2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan

Persentase perumusan kebijakan teknis 
di bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan

100% 173.400.000                  

6.2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan

Jumlah rekomendasi kebijakan teknis 
di bidang pengawasan yang disusun

4 
rekomendasi

86.700.000                     

6.2.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah rekomendasi kebijakan teknis 
di bidang fasilitasi pengawasan yang 
disusun

1 
rekomendasi

86.700.000                     

6.2.2 Pendampingan dan Asistensi Persentase penyelenggaraan 
pendampingan dan asistensi

100% 1.250.196.768                

6.2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah perangkat daerah yang 
dilakukan pendampingan dan 
asistensi urusan pemerintahan daerah

50 perangkat 
daerah

605.838.756                   

6.2.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah perangkat daerah yang 
dilakukan pendampingan, asistensi, 
verifikasi, dan penilaian reformasi 
birokrasi

50 perangkat 
daerah

Asistensi pembangunan 
reformasi birokrasi

40.000.000                     

6.2.2.3 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, 
serta Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi

Jumlah kegiatan koordinasi, 
monitoring, dan evaluasi, serta 
verifikasi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi

4 kegiatan 306.908.012                   

6.2.2.4 Pendampingan, Asistensi, dan 
Verifikasi Penegakan Integritas

Jumlah perangkat daerah yang 
dilakukan pendampingan, asistensi, 
dan verifikasi penegakan integritas

50 perangkat 
daerah

Penerapan manajemen 
risiko pada seluruh PD

297.450.000                   

Medan,    
Inspektur Kota Medan,

Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda

NIP 196906101997031005

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah

Meningkatnya 
Penilaian 
Maturitas Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah

Level Maturitas 
SPIP

Penilaian mandiri 
terhadap 6 (enam) 
elemen, yaitu
(1) pengelolaan 
SDM,
(2) praktik 
profesional,
(3) akuntabilitas 
dan manajemen 
kinerja,
(4) budaya dan 
hubungan 
organisasi,
(5) struktur tata 
kelola, serta
(6) peran dan 
layanan.

Fokus penilaian 
tingkat maturitas 
penyelenggaraan 
SPIP adalah
(1) SPIP,
(2) Manajemen 
Risiko Indeks 
(MRI),
(3) Indeks 
Efektivitas 
Pengendalian 
Korupsi (IEPK), 
dan
(4) Kapabilitas 
APIP.
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